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Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
bagaimana kepatuhan Pemberi Kerja atas kewajibannya sesuai degan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jakarta
Timur dan apa saja upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memastikan
penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada Pemberi Kerja yang tidak patuh
melaksanakan kewajibannya sesuai Undang Undang Nomor 24 tahun 2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif empiris, yaitu
penelitian yang membandingkan antara ketentuan perundang undangan dengan
praktik di lapangan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa Pemberi Kerja
belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional
karena masih banyak yang belum melakukan pendaftaran, penyampaian data maupun
pembayaran iuran. Hal ini disebabkan karena mekanisme pelaksanaan penegakan
kepatuhan di BPJS Kesehatan belum optimal. Diharapkan agar kedepannya BPJS
Kesehatan dapat membuat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang
lebih baik dengan menempatkan Kepatuhan sebagai baris terdepan dalam penegakan
kepatuhan. BPJS Kesehatan masih perlu melakukan sinergi dengan kementrian untuk
penerapan sanksi administrasi penundaan pelayanan publik tertentu.
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